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ABSTRACT

Since its existence, the authority of the president is designed to reiterate the strength of the
authority in reality. A strong executive power is meant o cnsurc the stability of the
gavernment. Based on the history during the governance of the British colonialism, the
legislator was very weak in the administration system. To prevent the longer power of a
tvranny, they established the idea of administration. Today. the utifization ol aathority by the
generations of American President, is noticeable by the ever-increasing rate. whether it is
duc 1o the situation or by the prestige of the president. From the leadership of George
Washington, executive authority developed a new path apart of the Icgislative power.

Kata kunci: Presiden, kekuasaannya.

I. PENDAHULUAN
Menelusuri penggunaan keku-
asaan  Presiden  oleh  sejumlah
Presiden bukan karena adanya fakta
tentang betapa pentingnya kekua-
saan ini dalam pemerintahan Re-
publik, melainkan Jebih dari itu.
Presiden, di manapun, selalu mene-
mukan alasan untuk memperluas
kekuasauannya, vang melebihi dan
apa yvang digariskan dalam Undang-
Undang Dasar (UUD)}. Hal demi-
kian sangat tampak, misalnya pada
kekuasaan Presiden di Amerika
Serikat, yang dapat menjadi inspi-
rasi pemikiran untuk mengkaji
jabatan presiden dan kekuasaannya.

" Dosen Fakuttas Hukum Universitas
Khairun Ternate.

Hal yang sangat menarik ada-
lah, mengapa penggunaan keku-
asaan vyang begitu dramatis di
Amerika  Scrikat tidak  mengaki-
batkan mereka (Presiden) jatuh
menjadi  diklalor, sementara di
belahan dunia lainnya, Presiden-
presiden justru menjadi  diktator.
Kalau ukuran kediktatoran sejumiah
Prestden didasarkan pada cara-cara
vang digunakannya tidak sejalan
dengan  kardah-kaidah  Kkonstitusi,
maka hal itu pun mudah ditemukan
di Amerika Serikat, namun ternyata
bukan itu vang menjadi vukuran di
sana.  Kongres sebagai lembaga
yvang menggenggam dan menjalan-
kan kekuasaan legislatif, dan secara
institusional lembaga ini terpisah
dari  lcmbaga cksekutif yang
dipimpin olch presiden pun, tidak
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selilu dapat  mengontrol  tindak-
tanduk Presiden dalam mengguna-
han kekuasaannya. Tidak  sedikit
dart kebijakan luar negeri Amerika
Serikat. terutama  dalam bidang
milter  yang  diprakarsai  dan
dilaksanakun oleh Presiden-presiden
amerika Serikat, tanpa persetujuan
atau kontirmasi dengan Kongres.
Kalau Presiden telah menctapkan
suatu garts politik, ambil misalnya
untuk  kebijukan Juar negerinya,
maka kebijakan tersebut akan di-
laksanakan, dengan  atan tanpa
persetyjuan Kongres, Demikian ju-
ga apabila Presiden telah mengga-
tiskan kebijakan politiknya untuk
menyerang  suatu negara, maka
Kongres tidak memiliki daya apa-
pun untuk menghentikan kebijakan
it Mungkin tepat melukiskan ke-
nyataan fenomena ini dengan se-
buah ungkapan paradoksal “pukul
dulu - urusan belakangan.” Pola
kebifakan seperti ini telah berlang-
sung sejak awal mula kekuasaan ini
digunakan olch Presiden Amerika.
George Washington. Presiden perta-
ma - Amerika Serikal, yang telah
meletakan dasar-dasarnva. Ini pula-
tah yang dilanjutkan oleh penggan-
tinva John Adams dan Thomas
Jetferson. dan seterusnya.
Schagaimana  para  diktator,
Pretsden-presiden Amerika Serikat
juga begitu terbuka mengandalkan
Kepentingan  Amerika Serikat, ter-
urama kepentingan keamanan, se-
bagat  pombenar  atas kebijakan-
kebijakan mereka. Namun. seperti
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sudah dikatakan di muka, mereka
tidak jatuh menjadi diktator. Seba-
gaimana Konstitusi Amerika Seri-
kat. konstitusi-konstitusi negara dari
para diktator juga bukanlah konsti-
tusi yvang secara komprehensif me-
ngatur batas-butas kekuasaan Pre-
siden. Sebagaimana seperti Kons-
titusi Amerika Serikat, Kebanvakan
konstitusi negara dari para diktator,
pada awalnya juga tidak mengatur
masd jabatan Presiden.

Betapapun hebatnya  tradisi
kebebasan individu di  Amerika
Serikat, dari wakiu ke waktu dapat
dilihat secara terbuka adanya res-
triksi di sana-sini. Pers yang ditem-
patkan  sebagai  pilar keempat
demokrasi, bahkan diandaikan se-
bagai peniup pluit tanda tclah
terjadi sesuatu yang membahayakan
kchidupan konstitusional Amerika-
pun tidak sclalu bebas dari restriksi.
Tradisi hukum yang begitu hebat di
Amerika Serikat pun dak selalu
berarti  bahwa hukum tdak  di-
gunakan sebagai alat kekuasaan,
baik politik maupun ekonomi. Ting-
Kat responsifitas norma  hukum,
bukan juga merupakan sesuaru yang
benar-benar  bebas  dari penetrasi
kepentingan politik maupun ekono-
mi. Namun lagi-lagt. hal it tidak
mengakibatkan berkurangnya sifat
demokrasi negeri ini. Hal ini mena-
rik untuk dibahas, akan letapi studi
ini terlalu sempit untuk tujuan itu.

Studi - ini  hanya ditujukan
untuk mengkaji asal-usul kekuasaan
Presiden.  Kapan kekuasaan itu



dirurnuskan, di mana kekuasaan itu
dirumuskan, dan bagaimana kekua-
sdan itu dirumuskan? Bagaimana
ekspektasi  dasar para pencetus
jabatan Presiden dengan kekuasa-
annya? Bagaimana kekuasaan ini
mulal digunakan? dan Bagaimana
pertumbuhannya? Int  merupakan
serangkaian ambisi yang hendak
dikaji dalam studi ini.

II. PERMASALAHAN

Penolakan terhadap rezim-
rezim yang berkuasa secara absolul
pada masa lalu, tidaklah beraru
bahwa tdak ada lagi kebutuhan
untuk memberikan kekuasaan yang
luas kepada pimpinan eksekutif.
Pimpinan eksekutiflah yang memi-
kul tanggungjawab pemerintahan,
mulai dari administrasi yang seder-
hana sampai dengan mengelola
program-program vang Xompleks,
bahkan hingga menggerakan ang-
katan perangnya.

Masalahnya, balk di Timur
maupun Barat, sejak bcrabad-abad
yang lalu.  pimpinan  eksckutif
dengan kekuasaan vang demikian
besar, justru melahirkan kekacauan
demi kekacaunan. Dilihat dari sudut
sejarah, sejak abad ke-17, dimulai
dari Inggris, muncul Kkebutuhan
untuk, di satu sisi membatasi kekua-
saan pimpinan eksekutif, tetapi di
sist lain pembatasan tersebut tidak
bolch mengakibatkan terjadinya ke-
lumpuhan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
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Menariknya, fenomena kekua-
saan pada abad ke-20 menunjukan
suatu vang kontradiksi. Karamanlis
di Yunani, Chuecesko di Polandia,
Salasar di Portugal. Peron di
Argentina, Idi Amin di Panama,
Saddam Husen di Irak, Ferdinand
Marcos di Pihilipina, Sockarno dan
Socharto di Indonesia, adalah seke-
lumit gambaran tentang bahaya
kekuasaan pimpinan eksekutif yang
besar. D1 sisi lain, Margaret Tatcher
di Inggris yang begitu besar keku-
asaunnva tidak sampai jatuh men-
jadi  diktator.  Scluruh  pimpinan
eksekutif di Amecrika Scrikat-pun
demikian. tidak ada satupun di
antara  miercka  yang  menjad:
diktator,

Berbedu dengan Inggris. Ame-
rtka  Seritkat memiliki  konstitusi
tertulis modern pertama di dunta. Bi
dalam konstitust wmilah kekuasaan
pimpinan eksckutif (Presiden), ber-
sama-sama dengan kekuasaan lem-
baga lainnva diatur secara limitatif.
Postur kekuasaan eksckutif diran-
cang secara sadar, karena mercka
memiliki kesempatan untuk mendis-
kusikannva. Di dalam diskust, te-
patnva perdebatan antarsesama para
pembuat konstitusi itulah, postur
kekuasaan cksekutif dirumuskan.
Karena dilakukan secara sadar, ma-
ka rumusan itu  bertolak dari ide
yang jclas, dan pada saat yang sama
juga membayangkan apa eksesnya.
Demtkian pula mereka merumuskan
tentang bagaimana pembatasan ke-
kuasaan Presiden agar kekuasa-
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annya yang besar itu tidak menga-
Kibatkan timbulnva kediktatoran.
Clinton Rositer berhasil mere-
Konstruksi jalannya perdebatan di
Kalangan para pembentuk UUD
Amerika Serikat. Ia mencatat dela-
pan kEpulusan menarik yang me-
nyangkut penentuan sistem peme-
rintahan (Clinton D. Rositer. 1960:
60-04). Darl  uraiannya terlihat
adanya keragaman pikiran menge-
nai sistem pemerintahan, Pendapar
mereka dapat dikclompokan men-
jadi dua kelompok terbesar, Perta-
ma. kelompek yang menghendaki
sistem  pemerintahan  parlementer.
Mereka adalah Randolp, Sherman.
dan lamn-lain. Inti pikiran mereka
adalah dewan harus diberi kelelua-
saan untuk dapat mengangkat ekse-
kutit. Kedua. kelompok yang meng-
hendaki agar eksekutif harus dibuat
terpisah dari dewan. Presiden harus
dipilih dari luar dewan. Beberapa
anggota kelompok kedua ini adalah
Wilson  Morris,  Jefferson, dan
Hamilton, Wilson malah berjasa
meyakinkan Randolp yang meng-
kKhawatirkan bahwa mode]l yang
mereka tawarkan merupakan “bayi
menarki”.  Di sisi lain Hamilton
berjasa besar dan juga meyakinkan
bahwa sistem ini akan menjamin
“keteguhan pribadi™ dan “stabilitas
pemerintahan.”  Mengenai  berapa
Kah sescorang dapat dipilih kembali
menjadi presiden, panitia  peran-
cang Konstitusi berhasil menyepa-
Kati (kesepatakan kelima) bahwa
seorang dapat dipilith untuk bebera-
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pa kall masa jabatan Presiden.
Panitia juga berhasil menyapakati
(kesepakatan kedelapan) bahwa
selama menjadi menteri scseorang
tidak boleh menjadi anggota dewan,

James Madison, yang menurut
saya pikirannya memperlihatkan
gagasan  pembatasan  Kekuasaan
Presiden, walaupun Mauadison juga
menghendaki — eksekutif  nasional
yang kuat, mecnandaskan bahwa
akumulasi semua kekuasaan (ck-

sekutif, legislatif dan yudikatif)
yang berada pada satu tangan,
apapun  defenisinya, merupakan

kekuasaan yang bersifat tirani. Pada
bagian lain kettka berbicara me-
ngenal  Cheks and  balances,
Madison menandaskan bahwa “am-
bist harus dilawan dengan ambisi
pula”. Kepentingan seseorang harus
dihubungkan dengan hak-hak kons-
titusional. Madison melihat hal ini
sebagal suatu yang alamiah. Lebih
jauh dikatakan bahwa hal ini
dimaksudkan untuk  mengontrol
kemungkinan terjadinya penyalah-
gunaan kekuasaan (James Madison.
1954: 69-73).

Madison juga sangat kukuh
dalam  memperjuangkan  bentuk
pemerintahan  republik.  Baginya,
pemerintahan republik akan menja-
min keutuhan masyarakat, dan bu-
kan sebaliknya, Madison memper-
cayai bahwa dalam pemerintahan
seperti ini, cnergi pemerintahan
nasional akan sangat kuat, baik
untuk menjamin keamanan dalam
(internal) maupun keamanan luar



(eksternal). Hal itu juga sckaligus
akan kuat dalam menjalankan hu-
kum, yang menjadi prasyarat terca-
painya pemerintahan yang bersih.
Menurut Madison stabilitas peme-
rintahan merupakan karakter dari
pemerintahan ini. Pemerintahan ini
diyakini oleh Madison akan me-
nempatkan kedaulatan rakyat pada
tempat yang sangat penting. Hal itu
terlihat dart  kata-katanya bahwa
seliap penumpin harus berasal dari
rakyat, bukan hanya untuk jabatan-
jabatan yang bersifal permanen,
maupun yang temporarer (James
Madison, 1954; 38).

Khusus tentang cabang ckse-
kutf, setelah  berbicara cukup
panjang, Hamilton mengemukakan
serangkaian 1de. yang kini dikenal
dan ditandai sebagal karakter dari
sistern presidensial. Hamilton, ber-
bicara tentang bagaimana mctode
pengangkalan para pejabat, misal-
nya bugarmana mengangkat seo-
rang Duta besar. Dalam konteks 1mi
Hamilton melakukan kategorisasi
cara pengangkatan pejabat. Ia mem-
baginya ke dalam dua Xkategori,
vaitu kKatcgort umum (general me-
thod) dan katcgori kKhusus (auxiliary
methody. Dalam kata-kata selanjut-
nya terlihat bahwa Hamilton me-
miliki ide lain mengenai katego-
risasi kekuasaan Presiden. Hal itu
terlihat dari kata yang digunakannya
vaitu the ordinary power. Kata mi
dirangkat dengan kata-kata appoini-
ment is confined to the President
and  Senat  jointly, and can,
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therefore, only exercise during the
session of the senai. Persoalannya
adalah bagaimana pcngangkatan
jabatan itu kalan dilakukan pada
saat Scnat sedang berada dalam
masa reses? Menurut Hamilton, da-
lam masa seperti int, apabila pejabat
yvang hendak diangkat begitu pen-
ting untuk kepentingan umum, ma-
ka presiden dapat mengangkat
untuk  sementara “temporary ap-
pointiment.” Pengangkatan ini men-
dapat jaminan oleh satu komisi.
Kekuasaan ini disebut “temporary
power.” Temporary power hanya
bertaku pada saat Senat sedang
berada dulam masa reses. Hal me-
narik lainnva yang dibicarakan oleh
Hamilton dalam sesi ini adalah
pentbicaraan mengenat cara mem-
berhentikan  Presiden.  Hamilton
menegaskan bahwa Presiden Ame-
rika akan dimintai pertanggung-
jawaban  bila dituduh  mencoba
melakukan penghianatan (treason),
penyuapan {(bribery), atau kejahatan
berat lainnya {(or other high crime
or wmisdemeanory).  Sctelah ity
Presiden dapat diberhentikan dari
jabatannya. Sctclah diberhentikan,
Presiden harus menjalani pemerik-
saan di pengadilan dan menjalankan
hukuman yang dijatuhkan oleh
pengadilan. Pada bagian lain, Ha-
mifton juga berbicara mengenai
kekuasaan Presiden, yang dalam
kajian-kajian hukum tata negara
konvensional di Indonesia selalu di-
sebut kekuasaan mengatur. Hamil-
ton menegaskan Presiden Amerika

<D
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Serikat memiliki kekuasaan untuk
mengembalikan  suatt rancangan
undang-undang kepada Senat. Sete-
lah rancangan undang-undang itu
dibahas kembali dalam dua kamar.
dan sckurang-kurangnya disetujui
oleh*2/3 dari Senat maka rancangan
undang-undang  tersebut  menjadi
undang-undang. Hamilton juga ber-
bicara tenlang apa yang di Indo-
nesia dikenal sebagai milist na-
sional. Ditandaskan bahwa presiden
hanya memitiki kekuasaan untuk
memerintabkan sctiap crang untuk
menmadr milisi bagi  kepentingan
keamanan nasional. Namun kckua-
saan ini harus mendapat persetujuan
dar1 kongres. Pada bagian lain
dikatakan bahwa the president in to
be commander-in chicf of the army
and the navy of the United States,
Hamilton juga berbicara mengenai
apa yang di Indonesta  dikenal
dengan hak presiden memberikan
grasi.  Hamilton mencgaskan the
power of president, in respect to
pardon, would extend to all cases,
exepr those of impeachment. Begitu
juga dengan  kekuasaannya untuk
menerima dula besar dari negara
lain dan kekuasaan Presiden untuk
meltakukan velo (Hamilton, 1954:
t39-142).

Penclusuran  sejarah  menun-
Jukan bahwa Amerika Serikat me-
rupakan negara pertama di dunia.
vang memperkenalkan sistem  pe-
merintahan Presidensial. Kemudian
durt Amerika Serikat pula sistem ini
cnmbub dan menvebar serta dianut
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oleh negara-negara lain, baik di
Amerika Latin maupun di Afrika.
bahkan di Asia. Bukan tanpa sebab,
Kalau para perancang konstitusi
Amerika menjatuhkan pilihan ter-
hadap sistem ini. Pilithan atas sis-
tem 1nt. dipengaruhi oleh masa lalu
mercka, Amerika Serikat merupa-
kan jajahan Inggris. Sebagai koloni.
mercka tahu bagaimana buruknya
pemerintahan yang diselenggarakan
sccara sentralistik. Soal ini juga
turut mempengaruhi  pilihan  atas
bentuk negara — serikat, dan me-
nolak bentuk negara vang bersifat
Unitaristik. Hamilton misalnya, ke-
tika berbicara tentang pengisian

jabatan magistrat, sccara legas me-

nolak pruaktik negara Inggris vang
mempraktikan cara pengisian jabat-
an Presiden berdasarkan garis ke-
turunan — diwariskan  (Hamilton,
1954: 38). Madison begitu takul ter-
hadap penyaluan kekuuasaan ckse-
kuuf, legislatil, dan yudikatif pada
sate tangan (James Madison. 1954
38).

Sambil mengikuti ide-ide ten-
tang kekuasaan Presiden yang di-
kemukakan di atas, dapat disimak
pendapat Richard. M. Tivus herikut
mi. Richard mencgaskan bahwa
para perancang konstitusi Amerika
Serikat adalah orang-orang yang
memiliki pengalaman praktis me-
merintah negara koloni. Sebagian di
antara mereka memiliki pengalaman
scbagai diplomat. Pada saat yang
sama ada kecurigaan yang kuat dari
negara (kini negara bagian) ter-



hadap kuatnya kekuasaan eksekutif
dan pemerintahan nasional. Perpa-
duan kedua faktor itulah yang me-
ngakibatkan para perancang konsti-
tusi sengaja membiarkan sejumlah
hal menjadi_tidak jelas. Kekuasaan
presiden  terhadap angkatan darat
dan laut, olch Richard dianggap
tidak jelas. Bagaimana wujud ke-
kuasaan itu? Bagaimana Presiden
tampil sebagal seorang panglima?
Bugaimana Presiden mengontrol
departemen  dan memberhentikan
para menteri? Bagaimana kekuasa-
annya mengeluarkan peraturan yang
berkekuatan hukum? Pada akhirnva
Richard berpendapat bahwa keten-
tuan konstitusi ini sengaja dibiarkan
seperti ini, agar dapat ditafsirkan
dengan dua cara. Kekuasaan ekse-
kutif dapat dibatasi, dikendalikan,
diawasi, dan diimbangi, atau dapat
menjadi alat untwk membangun per-
ckonomian yang kuat yang diarah-
kan oleh pemerintah pusat , dan per-
lindungan terhadap bahaya-bahaya
vang datang darn kekuatan asing
yang mencampuri urusan negara
(Richard M. Tivus, Tanpa Tahun:
44).

Impeachment vyang dibicara-
kan secara panjang lebar oleh
Hamilton pun, asai-usulnya dapat
ditelusuri  hingga ke praktik pem-
berhentian pejabat di Inggris yang
telah berlangsung sejak abad ke-17.
B Inggris, lembaga i - impeach-
ment merupakan scnjata Raja, yang
digunakan untuk meminta pertang-
gungjawaban terhadap para pem-
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baniunya, vang biasanya pcmban-
tu-pembantu  pada  level tinggl
Cukup terang terhhat bahwa sejak
saat inl, fmpeach selalu didasarkan
pada tindakan-tindakan yang diku-
alifikasikan scbagai kcjahatan. Hu-
kum Inggris pada masa ini tidak
menjadikan  Raja sebagal subyek
yang dapat di-impeach. Karena itu-
lah Raju  menghadiri dan memim-
pin persidangan fmpeach. Persi-
dangannya pun berlangsung di par-
lemen.

Dalam scjarah Inggris, kasus
impecahmient mulal  berkembang
pada tahun 1663-1667. Diawali de-
ngan kasus yang disebut Impeach-
ment of the Earl of Clarendom.
Dalam kasus tersebut, yang di-

impeach adalah  Edward Hyde.
Edward adalah penasihat  Raja

Charles [ Nasihat Edward kepada
Charles, ringkasnya adalah scbagai
berikut: Raja tidak perlu takut ter-
hadap parlemen, karena dapat
mengabaikan parlemen. Nasihat int
berkaitan dengan rencana  untuk
menerima bantuan keuangan dari
Perancis. Menurut Edward, Raja
dapat saja melakukan hal ini, dan
mengabaikan kekuasaan parlemen.
Sebenarnya dengan nasihatnya itu,
Edward henduk menarik simpati
rakyat kepada dirinva. sehingga de-
ngan cara itu dapat mempromosikan
dirinya. Nasihat ini mengakibatkan
tidak sedikit orang inggris dihukum
di luar wilayah kckunasan Inggris.
Karcna peristiwa ttulah, maka par-
lemen menganggap Edward telah
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T2.axukan kejahatan. Kasus kedua
'z7:adi pada tahun 1768. Subyeknya
wzalah Thomas Osborne yang di-
impeach  dengan  tuduhan  high
treason. Thomas  adalah  Chief
Ministery pada masa Charles TL
Thomas dicurigal sebagai orang
vang pro kepada Perancis. Rumors
vang hberkembang pada saat ity ada-
lah Charles ukan merestorasi agama
Katolik, dan untuk kepentingan itu
Louise XIV menyediakan sejumlah
uang dan dukungan lainnya (Raoul
Berger, 1974: 43-43).

Itulah asal usul lembaga im-
peachment. Dalam perkembangan-
nya, tentu karena praktik di Ame-
rika Serikat, impeachment berkem-
bang menjadi salah satu ciri pokok
dari sistem pemerintahan Presiden-
sial. Padahal, dilihat dari segi asal-
usuinya lembaga int justru lahir dan
berkembang di Inggris dalam sistem
monarki absolut, janh sebclum
Amerika Serikat menjelma menjadi
negara merdeka.

HI.ANALISIS

Gagasan-gagasan kaum fede-
ralis ketika memperdebatkan bentuk
dan sistem pemerintahan macam
apakah yang harus dianut untuk
negara baru — Amerika Serikat, se-
bagaimana telah dikemukakan di
atas, terbukti seluruhnya tercalisa-
sikan.  Gagasan-gagasan merekalah
yvang ditnangkan ke dalam Kons-
titusi Amerika Serikat Tahun 1787,
Sebagaimana sepintas tefah dikemu-
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kakan di muka, apa yang dirumus-
kan dalam Konstitusi 1787 adalah
kekuasaan Presiden yang begitu
abstrak. Twlah yang dipersoalkan
oleh Richard M. Tivus.

Sclain  pertanyaan-pertanyaan
kritis yang telah dikemukakan oleh
Richard di muka, dapat pula dia-
Jukan sejumlah pertanyaan  lain.
Mceminjam istilah Hamilton, terda-
pat kekuasaan yang dischul quxelary
power dan general power. Apa saja
yang menjadi auxelary power dan
apa saja vang menajdi general
power?! Secara konseptual, kons-
truksi kekuasaan Presiden Amerika
Scrikat dapat dikategorikan ke da-
lam dua kategori besar, Pertama,
kckuasaan yang dilaksanakan secara
mandiri, Kedua kekuasaan yang
penggunaannya harus disertai de-
ngan pertimbangan dan persetujuan
Senat. Kekuasaan yang manakah di
antara kcdua kekuasaan ini vang
dikategorikan sebagai awxelary po-
wer dan yang dikategorikan sebagai
general power, pun tidak jelas
dinyatakan dalam konstitusi.

Presiden  Amerika  Serikat
memiliki kekuasaan yang mandiri
dalam bidang yudikatif. Kekuasaan
di bidang ini di Indonesia dikenal
hak Presiden untuk memberikan
grasi, rehabilitasi, abolisi, dan
amnesti. Dalam Konstitusi Amertka
Serikat hal itu disebut hak Presiden
untuk memberikan maaf kepadu
orang-orang yang telah melakukan
kejahatan, kecuali mereka yang
diim-peacht (Art. 2 sec. 1). Di



Indonesia, hal 1tu dipecah-pecah
menjadi  hak  Presiden  untuk
memberikan  grasi, rehabilitasi,
amnesti, dan abolisi. Setelah terjadi

perubahan UUD 1945, hak-hak ini

dikategort , se-demikian rupa,
schingga untuk grasi dan
rehabilitasi,  Presiden  Insonesia

harus meminta pertimbangan Mah-
kamah Agung. Untuk memberikan
amnesti dan abolisi Presiden harus
meminta pertimbangan DPR. Kate-
gorli ini, seolah-olah menunjukan
bahwa untuk kelompok yang per-
tama, berada pada lingkup yudikatif,
karena itu Mahkamah Agung-lah
yang diberi otoritas untuk memberi
pertimbangan, sedangkan kategori
kedua bersifat politik, sehingga
DPR-lah yang diberi otoritas untuk
memberikan pertimbangan.

Sec.2  Artikel 2 Konstitusi
Amerika Serikat mengatur hak
Presiden untuk membuat perjanjian,
mengangkat duta besar, konsul, ha-
kim dan pcjabat publik lainnya.
Untuk kekuasaan 1ni, presiden harus
meminta pertimbangan dan persetu-
juan dari Senat. Pengecualian dari
permintaan tersebut adalah apabila
Senat sedang dalam masa reses.
Masa jabatan para pejabat tersebut
bersifat sementara, karena pejabat
tersebut sudah harus berhenti, mana-
kala Senat kembali bersidang (Art. 2
sec.3).

Kekuasaan Presiden dalam
membuat perjanjian (freaty) juga
tidak jelas esensinya di dalam kons-
titusi, sama tidak jelasnya dengan
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kekuasaan lain. sebab apa yang
dapat dilakukan oleh Senat kalau
Presiden mengatakan bahwa yang
dibuatnya bukan perjanjian melain-
kan executive agreement? Dalam hal
seperti ini, Senat (idak berkutik
menghadapi  argumen  Presiden.
Senat pun fidak dapat menganulir
apa yang tclah dibuat oleh Presiden
dengan alasan melanggar konstitusi,
Betapa tidak berdayanya Senat ke-
tika George Washington, yang seca-
ra septhak (tanpa persetujuan Senat)
mengumumkan bahwa  Amerika
bersikap netral dalam menghadapi
konflik Inggris-Perancis. Demikian
pula  ketitka Thomas lefferson,
Presiden kedua Amerika Serikat
membeli pulaw Lousiana dari
Perancis {Richard M Tivus, Tanpa
Tahun: 46).

Haluan politik Presiden Ame-
rika Serikat begitu berpengaruh dan
tidak dapat dihalangi cleh Senat.
Demikian pula dalam hal pengang-
katan hakim agung, meskipun Senat
dan Presiden Amerika Serikat sama-
sama memiliki kekuasaan yang
terbatas, namun sepanjang sejarah
pengangkatan hakim Agung di
Amerika Serikat, Senat dapat dika-
takan mengekor pada haluan politik
Presiden. Terry Jenning Parety me-
negaskan 95% dari hakim-hakim
agung yang diangkat oleh Dwight
Eisenhower adalah 95% berasal dari
Partai Republik. Sedikit lebih ren-
dah dari jumlah itu adalah pengang-
katan hakim agung yang terjadi pada
masa Presiden Ford yang meng-
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angkat hakim agung sebanyak 352%
berasal dari partai republik. Jimmy
Carter mengangkat 90% hakim
agung berasal dari partai demokrat.
Kemudian Bill Clinton, walaupun
secara umum menggunakan alasan
professional dan non diclogis, tetap
saja  mengangkat hakim agung
berdasarkan afiliasi politik. dengan
partai darimana ia berasal (Terry
Ienings  Parretty, 1999: 151-152).
Fuktor kunci keberhasilan Presiden
dalam bidang ini terletak pada
kemampuannya dalam menggerakan
pengaruh  personal  dan  politik,
dengan cara-cara yang sangat halus.

Konstelasi politik begitu kuat
mempengaruhl permainan kekuasa-
an Presiden Amertka Serikat. Ketika
Amerika  Serikal dipimpin  olch
Presiden Andrew Johnson, meng-
gantikan Abraham Lincoln perta-
rungan dua kubu politik, republik
dan demokrat begitu kuat, sechingga
dua kubu 1tu terbelah secara ekstrim.
Apa yang dialami oleh Presiden
Andrew Johnson merupakan ujung
perseteruan yang telah terjadi sela-
ma pemerintahan Presiden Abraham
Lincoln mengenai penentuan strate-
gi untuk mengakhiri perang saudara
di bagian Selatan Amerika, Gagal
menghentikan  kebijakan-kebijakan
Presiden  Abraham Lincoln, para
politis1 di Kongres, terutama para
senator mengalihkan bidikannya ke
Presiden Andrew Johnson, yang
bertepatan dengan tindakan Presiden
Andrew Johnson memecat Edwin
Stanton, Menteri Perlahanan. Peno-

lakan Edwin Stanton atas pember-
hentian dirinya disambut oleh se-
Jumlah senator. Tanpa menunggu
waktu, mereka membenluk sebuah
komite untuk mengivestigasi atas
kebijakan Presiden Andrew John-
son. Singkat kata, Senat sampai
pada keputusan untuk melakukan
impeach Presiden Andrew Johnson.
Upaya impeachment terhadap Pre-
siden Andrew Johnson benar-benar
dilakukan tetapi Presiden Andrew
Johnson sclamat dari lubang jarum
terschut, karena terjadi selisth tiga
suara sehingga dukungan impeach-
ment tidak cukup suara.

Dalam  kaitannya  dengan
kekuasaan Presiden Amerika Serikat
mengangkat hakim agung, memang
terdapat kesulitan untuk memastikan
masuknya preferensi politik Presi-
den dalam pengangkatan hakim
Agung. Kesulitan ini suma dengan
sulitnya mengabaikan bekerjanyva
preferensi  Presiden dalam peng-
angkatan hakim agung. Hndry J.
Abraham, walaupun mengakui ke-
sulitan pertama, tetapi percaya bah-
wa soal preferensi Presiden sanga:
berpengaruh  dalam  pengangkatan
hakim agung. Faktanya adalah Pre-
siden Taft memilih Harace H.
Lurton sebagai Chief of Supreme
Court, Wilson mengangkat Louise
D. Brandies dan Trumen mengang-
kat Fred Wilson sebagai Chief -
Supreme Court. Lyndon Johnsor
memilih A. B Fortas schagai Chic-
Justice (Jefrey Secagel, 1993: 144-
145). Iru artinya, meskipun tanp_
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ada kejelasan preferensi kekuasaan
Presiden dalam pengangkatan hakim
agung tetapi kenvataannya Presiden
melakukan 1tu. Kekuasaan itu sangat
mudah dilakukan apabila Senator
dikuasai oleh kekuatan politik yang
sejulan dengan paham politik Pre-
siden. Apabila kongres dikuasai oleh
oposisi. maka tingkat keberhasilan
pencalonan hakim Agung  yang
drajukan oleh Presiden banya men-
capai 39%. Jumlah akan berubah
bila Senat dikuasai oleh senator
vang schaluan dengan haluan politik
Presiden, yang tingkat kcberhasil-
annya akan mencapai 89%. Dalam
memudahkan kekuasaannya itu, Pre-
siden memainkan anggaran negara,
hahkan pada anggaran inilah letak
kekuatan kontrol presiden terhadap
legislatif dalam hal pengajuan calon
hakim agung (Terry Jenings Parety,
1999: 74-75).

Kekuatan lain dalam hal di
atas, adalah terletak pada kemam-
puan Presiden melobi Senat dan
menggunakan strategi kepemimpin-
an. Kongres kerap kali tidak berdaya
menghadapi lobi dan strategi Pre-
siden. Hal ini terlthat dari serang-
kaian kasus tentang itu. Presiden
Franklin D. Rosevelt menggunakan
strategi akrab dengan press bahkan
menganggap gedung putih scbagal
mimbar terbaik. Sclain itu Presiden
Franklin D. Rosevelt juga berhasil
menggunakan strategl kepemimpin-
annya dengan mcnjalankan diploe-
masi secara luar biasa, terutama saat
Presiden Franklin D. Rosevelt me-
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nyelesaikan  persoalan  terusan
Panama dan lahirnva  persetujuan
Porsmout {Clinton Rositer, 1999:
83). Bersama mitranva dari Inggris,
Wiston. S, Churchill. Presiden Fran-
klin D. Rosevelt menghasilkan apa
yang dikenal dengan  Atlantic
Charter (John J. Srega. 1986 60-
67). Franklin D. Rosevelt. merupa-
kan satu-satunya Presiden Amerika
Serikat yang mencatat scjarah de-
mikian ~ menggemparkan  dalam
pemerintahan Amerika Serikat. la
bukan hanya gemilang dalam bidang
luar negert. melainkan juga saat
berkonfrontasi  dengan  Supreme
Court ketika Supreme Court sccara
berulang-ulang mercview  setiap
undang-undang vang dibuat olch
House of Repsentative.

Tahun 1952 ketika berlang-
sung perang Korca, Hanry Truman,
Presiden Amcrika Serikat pada saat
itu, mengambil alih (nasionalisasi)
perusahan baja. Truman mengesam-
pingkan prosedur nasionalisasi yang
diatur dalam Labour Management
Relation Act. Truman menggunakan
isu keamanan nasional sebagai alas-
an pengambil-alihannya. Truman
juga mengirimkan militer ke Korea
tanpa persctujuan Kongres. Hal
yang sama dilakukan oleh Presiden
john F. Kennedy ketika mengirim-
kan pasukan ke Kuba untuk me-
merangi Fidel Castro tanpa per-
setujuan Kongres. Menank sekali
kata-kata John I. Kennedy dalam
soal sistem cheks and balances.
Menurutnya, sistem  cheks  and
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baiances hanya dapat bekerja de-
ngan baik di bawah seorang Presi-
den vang kuat. Kekuatan kedudukan
Presiden dihasilkan oleh perubahan-
perubahan sosial, krisis ekonomi,
perang. dan dari partai politik. Burns
juga Tmenilai, kuatnya kedudukan
presiden juga seringkali dihasilkan
oleh kegagalan Kongres bertindak

secara  efektil  dalam  merespon
masalah-masalah  nasional.  Posisi
politik  presiden, menurut Burns,

dapat digunakan unwk, misalnya
bagaimana secara efektif mem-
pengaruhi publik, dan mendrama-
tisasi masalah-masalah yang men-
jadi urusannya (James McGregor
Burns  and Jack Walter Peltason,
1966: 391

Menurut Rositer, periode per-
kembangan  dramatis  kekuasaan
Presiden memuncak dengan apa
yang discbul pengamat “kepresi-
denan  imperial”  dari  Lyndon
Johnson dun Richard Nixon (Clinton
D. Rositer, 1960: 13). Apa yang
dilakukan para Presiden Amerika
Serikat menunjukan bahwa kekua-
saan Presiden Amerika Serikat terus
mengalami pertumbuhan demi per-
tumbuhan,  tanpa  ada  kekuasaan
muanapun vang dapal menahannya.
Kongres. bahkan pers vang sering
digambarkan schagai lampu rem
bagi Presiden tidak bekerja dengan
baik. Apa vyang dilakukan oleh
George W. Bush dalam menyerang
Irak. misainya, membuktikan hal itu.
Penyerangan Amerika Serikat vang
diperintahkan oleh George W. Bush

<«<»

terhadap Irak, sama sekali tidak ada
hubungannya dengan ada atau tidak
adanya dan berhasil atau tidaknya
tim pencari fakta bentukan PBB
untuk menemukan pabrik  senjata
pemusnah masal. Sejak awal George
W. Bush telah menentukan garis
polittknya untuk memukul Irak.
Sepuluh hari setelah pelantikannya,
atau delapan bulan sebelum peris-
tiwa 11 September 2001, sikap
poiitik George W. Bush tclah diga-
riskannya. Pengarang buku Before
and After: US Foreign Policy an the
September 11 Crisis, saat diwawuan-
carai pada bulan Januari 2003
mengatakan kepada majalah Exira,
Bahwa “jika terjadi perang sava kira
tidak terkait dengan apa vang
ditemukan atau tidak ditemukan
oleh para pengawas senjata PBB.
Saya  kira itu  terkail dengan
bagaimana kemantapan pemerintah-
an George W. Bush melancarkan
perang untuk minyak dan untuk
imperium.  Penyelidikan-penyelidik-
an yang dilakukan oleh Scnat ber-
kaitan dengan pristiwa 11 Septem-
ber pun memperlihatkan betapa
lemahnya Senat ketika menghadapi
eksekutif. Tidak ada satupun tekan-
an yang diberikan oleh Scnat, ter-
masuk Jay Rockefeller, wakil kctua
komite inteljen yang mendesak
melakukan investigasi sccara luas
hingga mencakup Kantor Rencana
Khusus, yang membuahkan hasil.
Praktis investigasi yang dilakukan
Rockefeller tidak berarti  apapun
bagl pemerintahan Presiden George



W Bush (Charlotte Dennet, 2006:
45-98).

Tidak ada satu pun ilmuwan
vang secara Kritis mengatakan telah
werjadi kediktatoran dalam arti yang
~esungguhnya di Amerika Serikat,
~ecuali Chnton D. Rositer yang
menilal penggunaan Kekvasaan oleh
Presiden-presiden Amerika Serikat
sepertt kediktatoran konstitusional.
Di antara Presiden-presiden Ameri-
xa Serikat, tidak sedikit yang meng-
armpun kekuasaan sedemikian besar
schingga  Kongres-pun  sulit  me-
ngontrolnya. Periakukan diskrimina-
if oleh Presiden Amerika Serikat
juga terhihat begitu nyata. Salah satu
contoh adalah orang kulit hitam
harus mengalamt scgregasi dalam
bidang pendidikan hingga tahun
1959.

Pers, yang cleh sebagian ahli,
ditandai  sebagai  pilar keempat
demokrasi, juga tidak benar-benar
bebas dalam menyuarakan apa yang
diyakini sebagai berita yang benar
dan bernifai. Hadangan yang sering
dialami pers adalah kepentingan
keamanun nasional, dalam arti untuk
dan demi kepentingan nasional, pe-
ristiwa atau masalah tertentu fidak
dapat diberitakan atau diminta untuk
tidak diberitakan. Sumber-sumber
berita tidak selalu dapat diakses oleh
pers sebagaimana scharusnya. Pada-
hal in1 merupakan sesuatn yang
ridak  sejalan  dengan  Konstitusi
Amerika  Serikat.  Pembunuhan-
pembunuhan yang didalangi oleh
agen-agen resmi pemerintah adalah
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hal vang sangat sering dilakukan di
Amerika Serikat. Kejahatan itu ter-
jadi baik di dulwmn negeri maupun di
luar negeri. namun semuanya di-
bungkam (John Kely, 2006: 133},

Apa vang digambarkan di
atas, walaupun pada mulanya dapat
disembunyikan, akan tetapt lambat
laun hal itu terungkap dan diketahut
publik. Meskipun demikian. seba-
gaimana dikemukakan pada awal
subtopik 1ni. (idak ada scorang pun
vang menilai tindakan tersebut
sebagai tindakan yang bersifat dik-
tatorial. Penilaian Clinton Rositer
pun tidak secara spesifik menunjuk
kasus-kasus sebagal parameter un-
tuk sampai pada kesimpulannya,
bahwa tclah terjadi kediktatoran
konstitusional.

Padahal apa yang terjadi di
Philipine di bawah Presiden Fer-
dinan Marcos justru dikategorikan
sebagai Presiden diktator. Begitu
juga di Indonesia, di bawah Presiden
Soekarno maupun Soecharto, diang-
gap sebagai Presiden diktator. Label
yang sama diberikan kepada Presi-
den Roh Tae Wo di Korea Sclatan,
Raja Salazar di Spanyol, Presiden
Alende di Chilie, dan Presiden Juan
Peron di Argentina, dan Presiden
Chucesko di Polandia.

Oligarkt juga bukan hal yang
tidak terjadi dalam pemerintahan-
pemerintahan Amerika Serikat, Na-
mun lagi-lagi, tidak ada satu pun
yang memiliki ketajaman analisis
untuk sampai pada kesimpulan bah-
wa label diktatorial pantas diberikan

O
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.- --:Zen Amerika  Serikat,
2TL TaIloaevel tertentu diberikan
T =ls pemerintahan-pemerintahan
mra~:Zznsial di Amerika Serikat.
Kecuali mengembangkan poli-
wouar negeri yang bersifat agresit
=engdh penycrangan terhadap nega-
o fmin dengan atau tanpa alasan
vung nasuk akal, presiden-presiden
di atas juga sebagaimana presiden-
presiden Amerika Serikat, sclama
pemermtahaniya, juga bertindak se-
bagal  perunding, terlibat  dalam
usaha-usaha memajukan dunia usa-
ha. ekoniomi, sosial, dan lainnya.
Sebagian dari Presiden-presiden di
atas. justru sempat muncul menjads
ptonir dalam memacu  kemajuan
ckonomi  negaranya. Satu-satunya
hal yang melemahkan mercka ada-
lah tangan besi dalam mengusa-
hakan stabilitas keamanan. Selebih-
nya tidak ada yang berbeda dengan
Presiden-presiden Amerika.
Terlepas dari soal cara atau
metode yang digunakan untuk me-
ngimplementasi semua hasrat guna
memperluas  kekuasaan. Satu hal
yang dapat ditandai adalah, masalah
tersebut terlalu rumit dijamah. Tam-
paknya keseimbangan dan kemam-
puan memthih cara yang halus dalam
mengejar dan mengimplementasi se-
mua ckspeklasinya, menjadi  kunci
pertumbuhan kekuasaan presiden
dalam sejarah pemerintahan Ame-

rika Serikat  yang begity  hebat,
sehingga  tidak  dapar  dilabelkan

dengan labe! diktatorial.

Tidak selalalu benar, tetapi ju-
ga udak selalu salah dalam mela-
belkan beberapa  Presiden di atas
scbagai diktator, karena faktanya
yang disodorkan  memang tidak
memungkinkan unwk menghindari
dari label iw. Satu-satunva yang
dapat dikatakan. tentu sebagai per-
bandingan yang rumit, adalah per-
tumbuhan kekuasaan presiden pada
hegara-negara vang belum cukup

matang ekonominya, dan belum
memiliki presiden yang canggih

dalam memilih cara halus untuk
mengejar  ekspektasi  politiknva.
ltulah vang mengakibatkan
presiden-presiden tu mudah dituduh
scbagai diktator.

Soalnya adalah bagaimana
mengejar dan memenuhi kesejahte-
raan rakyat, atau bagaimana mem-
bangun ekonomi secara demokratis.
Sebesar apu kebebasan harus dikem-
bangkan, dan sejauh mana restriksi
dibutuhkan. Kapan restriksi harus
dilakukan, dan bagaimana hal i
dilakukan schingga tidak mengun-
dang kecurigaan yang telanjang
bahwa telah terjadi sesuatu vang
sccara sistematis dimaksudkan un-
tuk menghancurkan hak-hak konsti-
tusional individu. Bagaimana kebe-
basan dan restriksi dilakukan secara
bersamaan, sehingga menghasilkan
ketahanan sosial, ekonomi, dan po-
liik sebagai bagian integral dalam
ketahanan nasional. Tanpa kemam-
puan ini, maka pertumbuhan-per-
tumbuhan kekuasaan Presiden, seba-
gaimana terjadi pada negara-negara
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vang discbut di muka, akan dengan
mudah ditandai sebagai kediktatoran
politik. Kebebasan maksimum yang
dipadukan dengan pembatasan mini-
mum dan rasional, serta kemampuan
menahan diri untuk menguasai se-
luruh sumber daya ekonomi dan
politik, betapapun sulit dipastikan
telah terjadi dr Amerika Serikat,
akan tetapi sulit pula untuk meng-
hindarkannya.

Scorang Presiden yang kuat,
dengan kekuasaannya vang digaris-
kan dalam konstitusi, selalu dapat
melipatgandakan kekuasaannya me-
lalul sumber-sumber lain. Misalnva
pengaruh perscnalitas maupun po-
titiknya. Hal ini bukanlah sesuatu
vang bertentangan dengan konsti-
tusi. Dari sejarahnya kekuasaan ini,
sebagaimana telah dikemukakan pa-
da bagian awal, kuatnya kedudukan
presiden memang menjadi cita-cita
dasar para perancang labatan inl
Itulah yang terjadi di Amerika
Secrikat.

Negara manapun yang memi-
lih sistem ini, akan menyaksikan
naik dan tumbuh serta bergesernya
kekuasaan presiden dari waktu ke
waktu. Kecenderungan dasarnya
adalah Presiden selalu dapat meli-
patgandakan kekuasaannya, tanpa
halangan apapun dari parlemen.
Pergeseran yang lebih signifikan
adalah presiden-presiden akan lebih
sering muncul sebagai scorang per-
unding utama dalam bidang ekono-
mi, terutama di tingkat
internasional.
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IV.PENUTLP

Scjarah  kekuasaan Presiden
dalam sistem pemerintahan presi-
densial,  adalah  sebuah  sejarah
lentang pertumbuhan  kekuasaan
presiden  sccara  terus  menerus.
Dart waktu ke waktu kekuasaan ini
akan terus mecmbesar, bukan saja
karena dirangsang oleh situasi so-
sial, politik, ekonomi dan lainnya,
melainkan karcna berbagai faktor,
vang jalin menjamin schingga u-
dak memungkinkan untuk dihenti-
kan. Konstitusi rigid atau elastis,
tidak pernah akan muncul menjadi
halangan mendasar bagi tumbuh-
nva kekuasaan ini. Pembatasan-
pembatasan  konstitusional terha-
dap kekuasaan presiden, dalam
kenyataannya, ambil  misalnya
kasus Amerika Serikat, kalau tidak
dapat dikatakan tidak ada sama
sekali, maka sedikit sekali yang
dapat digunakan efektif mencegah
pembesaran kekuasaan ini. Selalu
ada cara halus yang dapat di-
gunzkan olch seorang presiden
untuk melipat-gandakan kekuvasa-
annya. Pengaruh pribadinya, di
samping konfigurasi politik, men-
jadi titik tolak tumbuhnya kekua-
saan ini,

Hiruk pikuk di parlemen, se-
bagaimana yang terjadi Amerika
Serikat dulam beberapa kasus,
seringkali justru merupakan hasil
dari permainan kekuasaan yang
dimotori oleh Presiden, baik lang-
sung maupun melalui kaki tangan-
nya. Betapapun lemahnya seorang
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presiden. karena tidak cerdas da-
lim mengelola keunggulan-keung-
gulan yang melekat dalam jabatan
i, selalu tidak mudah dihentikan
di tengah jalan. Apa yang dimak-

sud dengan high crime,  peng-
)

hianatan  terhadap  bangsa  dan
negara  atau  penyuapan, adalah

terminologi-terminologi vang bu-
kan hanya mengandung pengertian
ganda, melainkan selalu ada jalan
keluar politik untuk menyiasatinva.
Kasus Andrew Johnson dan Ri-
chard Nixon adalah contoh klasik
tentang betapa  tidak  mudahnya
menghentikan presiden di tengah
Jalan.  Apa yang terjadi  pada
George Bush pada saat ini adalah
bukti lain tentang betapa tidak
mudahnya menghentikan presiden
di tengah jalan.

Presiden adalah pejabat yang
paling besar meraih keuntungan,
dibanding pejabat siapapun vang
dipifih oleh rakyat. Tidak pernah
dalam sejurah  Ketua Parlemen
ditandai  scbagai simbol bangsa.
Suaranya, dalam forum apapun di
tingkat Internasional, tidak pernah
dipersonifikasi sebagai suara bang-
sd. Label itu, sekali lagi hanya di-
miliki oleh Presiden. Betapapun
parlemen memiliki peran dalam
masalah-masalah internasional, Pre
sidenlah  yang  muncul  scbagai
aktor utama.
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